MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  157/PMK.04/2017
TENTANG
TATA CARA PEMBERITAHUAN DAN PENGAWASAN, INDIKATOR YANG
MENCURIGAKAN, PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN
PEMBAYARAN LAIN, SERTA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN
PENYETORAN KE KAS NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan,
diatur bahwa kepabeanan adalah segala sesuatu yang
berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang
yang masuk atau keluar daerah pabean serta
pemungutan bea masuk dan bea keluar;

b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Pemerintah Nomor
99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai

dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke Dalam atau ke
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Luar Daerah Pabean Indonesia, pengawasan terhadap |
pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran
lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pendanaan Terorisme, Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan

pengawasan terhadap pembawaan uang tunai dan/atau

instrumen pembayaran lain yang terkait dengan

pendanaan terorisme;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan

Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke

Dalam atau ke Luar Daerah Pabean Indonesia, Pejabat

Bea dan Cukai yang menerima pemberitahuan .
pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran

lain ke dalam atau ke luar daerah pabean, diberikan

kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas

kebenaran pemberitahuan dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, serta

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 7

ayat (4), dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah

Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai -
dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke Dalam atau ke °
Luar Daerah Pabean Indonesia, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara

Pemberitahuan dan Pengawasan, Indikator yang

Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai dan/atau

Instrumen Pembayaran Lain, serta Pengenaan Sanksi

Administratif dan Penyetoran ke Kas Negara;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang

Pembawaan  Uang Tunai dan/atau  Instrumen
Pembayaran Lain ke Dalam atau ke Luar Daerah Pabean
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .
2016 Nomor 366, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6009);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PEMBERITAHUAN DAN PENGAWASAN, INDIKATOR YANG
MENCURIGAKAN, PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN/ATAU
INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN, SERTA PENGENAAN -.
SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENYETORAN KE KAS
NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun -
2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 -
Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

|
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http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/99TAHUN2016PP.pdf

2. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang
meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di
atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi
eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku
Undang-Undang Kepabeanan.

3. Pembawaan Uang  Tunai dan/atau Instrumen
Pembayaran Lain adalah tindakan membawa uang tunai
dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atzu ke
luar Daerah Pabean Indonesia.

4. Uang Tunai adalah uang dalam mata uang rupiah
dan/atau uang dalam mata uang asing.

S. Instrumen Pembayaran Lain adalah bilyet giro, atau
warkat atas bawa berupa cek, cek perjalanan, surat
sanggup bayar, dan sertifikat deposito.

6. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan
tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu
berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

7. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya
kewajiban pabean.

8. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,
selanjutnya disingkat dengan PPATK, adalah lembaga
independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan

memberantas tindak pidana pencucian uang.

BABII
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Pejabat Bea dan . Cukai melaksanakan pengawasan
Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran

Lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean.
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Pasal 3

(1) Pengawasan Pembawaan Uang Tunai dan/atau
Instrumen Pembayaran Lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, dilakukan terhadap Uang Tunai dan/atau
Instrumen Pembayaran Lain yang dibawa sendiri oleh
setiap orang.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga
dilakukan dalam hal Pembawaan Uang Tunai dan/atau
Instrumen Pembayaran Lain dilakukan melalui jasa kargo
komersial atau melalui jasa kiriman penyelenggara pos.

(3) Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. penumpang;

b. awak sarana pengangkut; atau
c. pelintas batas.

(4) Pembawaan Uang  Tunai dan/atau Instrumen
Pembayaran Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya
setara dengan itu ke dalam atau ke luar Daerah Pabean,

wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 4
Pengawasan pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen
Pembayaran Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dilakukan oleh Pejabat Bea Dan Cukai di:
a. kawasan pabean pada:

1. terminal keberangkatan, terminal kedatangan dan
terminal kargo di bandar udara internasional,
pelabuhan internasional, dan pelabuhan ferry
internasional, yang menjadi tempat lalu lintas
penumpang, awak sarana pengangkut dan barang;

2. terminal keberangkatan atau terminal kedatangan
pos lintas batas; atau

3. kantor pos lalu bea; dan

b. tempat lain dalam daerah pabean yang merupakan
tindak lanjut dari pengejaran yang tidak terputus (hot

pursuit).
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BAB III
TATA CARA PEMBERITAHUAN PEMBAWAAN UANG TUNAI
DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN

Bagian Kesatu
Informasi dan Elemen Data Formulir Pembawaan Uang Tunai

dan/atau Instrumen Pembayaran Lain

Pasal 5

(1) Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen
Pembayaran Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) dan ayat (2), wajib diberitahukan dengan:

a. menyampaikan pemberitahuan pabean; dan

b. mengisi formulir Pembawaan Uang Tunai dan/atau
Instrumen Pembayaran Lainnya,

kemudian diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai.

(2) Formulir Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen .
Pembayaran Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, merupakan pernyataan tambahan sebagai
dokumen pelengkap pemberitahuan pabean sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Dalam hal pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen
Pembayaran Lain dilakukan dengan cara dibawa sendiri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), formulir .
Pembawaan  Uang Tunai dan/atau  Instrumen ‘
Pembayaran Lainnya paling sedikit harus memuat
informasi mengenai:

a. identitas pembawa meliputi:

1. nama lengkap;

2. tempat dan tanggal lahir;

3. nomor identitas kependudukan, surat izin
mengemudi, atau paspor;

4. alamat tempat tinggal sesuai KTP/SIM/KITAS/
Paspor/kartu identitas lainnya;

5. alamat, tempat tinggal terkini, dan nomor

telepon;
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(4)

6. pekerjaan; dan
7. kewarganegaraan;

b. tanggal pemberitahuan masuk ke dalam Daerah
Pabean atau ke luar Daerah Pabean;
tujuan perjalanan dan tujuan pembawaan;

d. rute (daerah asal dan tujuan) dan sarana
transportasi;

e. jumlah dan jenis mata Uang Tunai atau Instrumen
Pembayaran Lain;

f.  sumber dan tujuan pembawaan Uang Tunai
dan/atau penggunaan Instrumen Pembayaran Lain;

g. informasi  pemilik atau  penerima  manfaat
sebenarnya (beneficial owner), dalam hal pembawa
menyatakan bahwa Uang Tunai dan/atau Instrumen
Pembayaran Lain bukan miliknya; dan

h. penjelasan mengenai jenis Instrumen Pembayaran
Lain termasuk informasi yang tertera pada
Instrumen Pembayaran Lain, yang dapat berupa
nomor referensi, jumlah/nilai uang yang tertera, dan
nama lengkap dari penerbit dan sejenisnya
(issuer/drawer), dalam hal yang dibawa sendiri oleh
orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
berupa Instrumen Pembayaran Lain.

Dalam hal pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen -

Pembayaran Lain dilakukan melalui jasa kargo komersial

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ayat (2),

formulir Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen

Pembayaran Lain harus memuat informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan identitas mengenai:

a. nama dan alamat pengirim (shipper);

b. nama dan alamat pénerima (consignee); dan

Cc. nama jasa pengangkutan.

i
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(5) Dalam hal pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen
Pembayaran Lain dilakukan melalui jasa kiriman
penyelenggara pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2), formulir Pembawaan Uang Tunai dan/atau
Instrumen Pembayaran Lain harus memuat informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan identitas
mengenai:

a. nama dan alamat pengirim (shipper);
b. nama dan alamat penerima (consignee); dan
c. nama jasa kiriman penyelenggara pos.

(6) Tata cara penyampaian pemberitahuan pabean
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pemberitahuan pabean.

(7) Terhadap pemberitahuan pabean atas Pembawaan Uang
Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang belum
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai pemberitahuan pabean, penyampaian |
pemberitahuan pabean dimaksud dilakukan secara lisan
kepada Pejabat Bea dan Cukai.

(8) Bentuk dan format formulir Pembawaan Uang Tunai
dan/atau Instrumen Pembayaran Lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggunakan format
tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai dan/atau

Instrumen Pembayaran Lain

Pasal 6
(1) Penyampaian pemberitahuan pabean dan pengisian
formulir Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen
Pembayaran Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1), dilakukan melalui sistem aplikasi.

Y
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(2) Dalam hal sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum tersedia atau terdapat gangguan,
penyampaian pemberitahuan pabean dan pengisian
formulir Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen
Pembayaran Lain dapat dilakukan secara manual dengan

menyampaikan hard copy kepada Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 7
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1), terhadap Pembawaan Uang Tunai dalam mata uang
rupiah paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
ke luar Daerah Pabean Indonesia wajib dilengkapi ijin dari

Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 8
(1) Penyelenggara bandar udara internasional, penyelenggara
pelabuhan internasional, atau penyelenggara pos lintas
batas, wajib menyediakan fasilitas untuk memastikan
agar setiap orang dapat melaksanakan kewajiban untuk
memberitahukan Pembawaan Uang Tunai dan/atau
Instrumen Pembayaran Lain.
(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
ruang pemeriksaan;
tempat untuk  mengisi dan menyerahkan
pemberitahuan pabean dan formulir Pembawaan
Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain;
c. tanda atau petunjuk dalam beberapa bahasa yang
diperlukan di  bandar udara internasional,
pelabuhan internasional, atau pos lintas batas, yang
berisi informasi mengenai kewajiban setiap orang
menyampaikan pemberitahuan pabean dan formulir
Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen
Pembayaran Lain; dan/atau

d. prasarana lain yang dibutuhkan.
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(3) Dalam rangka pelaksanaan pemberitahuan Pembawaan
Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain,
Kepala Kantor Pabean melakukan koordinasi dengan
penyelenggara bandar udara internasional, penyelenggara
pelabuhan internasional, atau penyelenggara pos lintas
batas mengenai penyediaan fasilitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

BAB IV
PEMERIKSAAN PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN/ATAU
INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN

Pasal 9
Pejabat Bea dan Cukai menerima  pemberitahuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan melakukan
pemeriksaan atas kebenaran = pemberitahuan  jumlah
Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran

Lain.

Pasal 10

(1) Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Pejabat Bea dan Cukai berwenang
melakukan pemeriksaan terhadap setiap Pembawaan
Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan
ayat (2) yang diduga tidak diberitahukan berdasarkan
penilaian risiko.

(2) Selain melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan
pemeriksaan terhadap Pembawaan Uang Tunai dan/atau
Instrumen Lain yang mencurigakan.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan dengan cara:

a. wawancara;
b. pemeriksaan badan; dan/atau

c. pemeriksaan barang.
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(4) Dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan cara
wawancara, pelaksanaan wawancara oleh Pejabat Bea
dan Cukai dimaksud harus memperhatikan elemen data
pada formulir Pembawaan Uang Tunai dan/atau
Instrumen Pembayaran Lain sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 11
(1) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) dilakukan berdasarkan sistem profiling dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. risiko umum, yang dapat berupa:

1. area geografis yang diketahui sebagai negara
penghasil .narkotika, psikotropika, dan
prekursor narkotika;

2. negara yang merupakan basis kegiatan
terorisme; dan/atau

3. negara tujuan investasi yang mempunyai
kelemahan dalam menerapkan prosedur anti
pencucian uang/pendanaan terorisme;

b. risiko khusus, yang dapat berupa:

1. adanya informasi dari lembaga intelijen yang
berasal dari dalam 'dan/atau luar negeri,
dan/atau

2. informasi dari lembaga penegak hukum lain
yang terkait; atau

c. risiko dinamis di lapangan, yang dapat berupa:

1. sifat dan kecenderungan orang sebagaimana
-dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);

2. kewajaran atau konsistensi profil pembawa dan
profil perjalanan; dan/atau

3. indikator lain yang melekat pada diri dan
barang bawaan orang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (3).
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(2) Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan target
(targeting) atas orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (3) yang berpotensi melakukan Pembawaan Uang
Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain dengan
menggunakan sistem analisis informasi penumpang.

(3) Dalam melakukan profiling sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan menetapkan target (targeting) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai dilarang

menggunakan indikator suku, agama, dan/atau ras.

Pasal 12

Indikator Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen

Pembayaran Lain yang mencurigakan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (2), meliputi:

a. besarnya jumlah Uang Tunai dan/atau nilai Instrumen
Pembayaran Lain yang dibawa;

b. dilakukan secara berulang dalam periode tertentu;

c. informasi dari PPATK dan/atau penegak hukum lainnya
mengenai adanya Pembawaan Uang Tunai dan/atau
Instrumen Pembayaran Lain yang diduga terkait dengan
tindak pidana;

d. profil dan perilaku pembawa;

e. Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang
dibawa tidak diberitahukan atau disembunyikan;
dan/atau-

f. indikator lainnya.

Pasal 13
(1) Besaran jumlah Uang Tunai dan/atau nilai Instrumen
Pembayaran Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf a, yakni paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) atau dengan mata uang asing yang

nilainya setara dengan itu.
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Pembawaan secara berulang dalam periode tertentu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

a. pembawaan berulang dalam 1 (satu) hari; dan/atau

b. pembawaan berulang yang terpola dalam periode
tertentu.

Informasi mengenai adanya Pembawaan Uang Tunai

dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang diduga

terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf ¢ meliputi:

a. informasi dari PPATK terhadap orang sebagaimana

" dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang berpotensi
melakukan Pembawaan Uang Tunai dan/atau
Instrumen Pembayaran Lain atau melakukan tindak
pidana pencucian uang; dan/atau

b. informasi dari penegak hukum terhadap seseorang
yang diduga membawa uang hasil kejahatan ke
dalam atau ke luar Daerah Pabean.

Profil dan perilaku pembawa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 huruf d meliputi:

a. orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
atau pemilik uang (beneficial owner) yang
mempunyai hubungan dengan negara atau
yurisdiksi yang berisiko tinggi;

b. orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
atau pemilik uang (beneficial owner) yang
mempunyai hubungan dengan pembawaan barang
impor/ekspor yang tidak wajar, yang berisiko tinggi
atau yang pernah ditegah sebelumnya oleh Pejabat
Bea dan Cukai;

c. orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
atau pemilik uang (beneficial owner) yang
mempunyai riwayat catatan kriminal, riwayat
kehilangan dokumen perjalanan yang tidak wajar;
dan/atau

d. hasil analisis intelijen lainnya.
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(5) Pembawaan Uang  Tunai dan/atau Instrumen
Pembayaran Lain yang tidak diberitahukan atau
disembunyikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf e, merupakan Uang Tunai dan/atau Instrumen
Pembayaran Lain yang ditempatkan secara tidak wajar
dan/atau tidak diberitahukan kepada Pejabat Bea Dan
Cukai.

BAB V
PERSETUJUAN PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN/ATAU
INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN, PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF DAN PENYETORAN SANKSI ADMINISTRATIF
BERUPA DENDA KE KAS NEGARA

Bagian Kesatu

Persetujuan atas Pembawaan Uang Tunai

Pasal 14
(1) Setiap orang yang telah memberitahukan Pembawaan

Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan

benar, diberikan persetuyjuan untuk melakukan

Pembawaan Uang  Tunai dan/atau Instrumen

Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean.

(2) Setiap orang yang:

a. tidak memberitahukan Pembawaan Uang Tunai
dan/atau Instrumen Pembayaran Lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal S ayat (1); atau

b. memberitahukan Pembawaan Uang Tunai dan/atau
Instrumen Pembayaran Lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) secara tidak benar,

diberikan persetujuan untuk melakukan Pembawaan

Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke

dalam atau ke luar Daerah Pabean setelah membayar

sanksi administratif berupa denda.
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Tata cara pemberian persetujuan Pembawaan Uang
Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang
dilakukan melalui jasa kargo komersial atau melalui jasa
kiriman penyelenggara pos, dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

ekspor dan/atau impor.

Bagian Kedua

Pengenaan Sanksi

Pasal 15
Setiap orang yang tidak memberitahukan Pembawaan .
Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenai ’
sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh
persen) dari seluruh jumlah Uang Tunai dan/atau
Instrumen Pembayaran Lain yang dibawa dengan jumlah
paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Setiap orang yang telah memberitahukan Pembawaan
Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tetapi
jumlah Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran
Lain yang dibawa lebih besar dari jumlahl yang -
diberitahukan dikenai sanksi administratif berupa denda
sebesar 10% (sepuluh persen) dari kelebihan jumlahi
Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang -
dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah).
Terhadap Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen
Pembayaran Lain melalui jasa kargo komersial atau
melalui jasa Kkiriman penyelenggara pos yang tidak
diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang kepabeanan.

K
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Pasal 16

(1) Pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran .
Pembawaan Uang Tunai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), diperhitungkan dari Uang
Tunai yang dibawa.

(2) Pembayaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan mengambil langsung dari .
Uang Tunai yang dibawa.

(3) Pembayaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus diselesaikan dalam jangka waktu
paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal
pemberitahuan pabean.

(4) Dalam hal pembawaan Uang Tunai tidak diberitahukan,
tanggal pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) adalah tanggal penetapan sanksi .

administratif.

Pasal 17

(1) Sanksi administratif atas pelanggaran pembawaan i
Instrumen Pembayaran Lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), diperhitungkan dari
nilai nominal yang tertera dalam Instrumen Pembayaran
Lain yang dibawa.

(2) Pembayaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan membayar secara tunai
atau cara pembayaran lain yang disetujui oleh Pejabat
Bea dan Cukai.

(3) Cara pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dengan:

a. sistem pembayaran elektronik; atau
b. transfer ke rekening bendahara penerimaan Kantor -
Pabean.

(4) Pembayaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) harus diselesaikan dalam jangka waktu

paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal

{
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(5) Dalam hal pembawaan Instrumen Pembayaran Lain tidak
diberitahukan, tanggal pemberitahuan pabean
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah tanggal

penetapan sanksi administratif.

Pasal 18

(1) Dalam hal Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen .
Pembayaran Lain merupakan gabungan dari Uang Tunai
dan Instrumen Pembayaran Lain, sanksi administratif
atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1) dan ayat (2), diperhitungkan dari seluruh nilai
Uang Tunai dan Instrumen Pembayaran Lain yang
dibawa.

(2) Pembayaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan membayar secara tunai
atau cara pembayaran lain yang disetujui oleh Pejabat -
Bea dan Cukai.

(83) Pembayaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus diselesaikan dalam jangka waktu
paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal

penetapan sanksi administratif.

Pasal 19
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
Pasal 17, dan Pasal 18 ditetapkan oleh Kepala Kantor Pabean
atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dengan
menggunakan format tercantum dalam Lampiran Huruf B -
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 20
(1) Dalam hal tertentu, pembayaran sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilakukan
dengan tidak mengambil langsung dari Uang Tunai yang

dibawa.

X
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(2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. mata uang asing yang tidak biasa digunakan dalam
kegiatan wusaha penukaran valuta asing dalam
negeri,

b. mata uang rupiah atau mata uang asing yang dalam
kondisi rusak atau pembawaannya ditujukan untuk
ditukarkan ke otoritas moneter yang berwenang;

c. jenis mata uang yang dibawa dibutuhkan oleh
pembawa dan/atau pemiliknya;

d. alasan lainnya yang menyebabkan mata uang asing
yang akan  digunakan  pembayaran = sanksi
administratif tidak dapat ditukar kepada pelaku
kegiatan usaha penukaran valuta asing; dan/atau

e. atas permintaan yang bersangkutan.

(3) Pembayaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:

a. sistem pembayaran secara elektronik; dan/atau

b. transfer ke rekening bendahara penerimaan Kantor

Pabean.

Bagian Ketiga

Penyetoran Sanksi Administratif

Pasal 21
(1) Pejabat Bea dan Cukai menyetorkan:

a. sanksi administratif yang dibayar tunai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2),
dan Pasal 18 ayat (2); dan/atau

b. sanksi administratif yang dibayar melalui transfer ke
rekening bendahara penerimaan Kantor Pabean
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3)
huruf b,

ke kas negara melalui bank persepsi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

pembayaran dan/atau penyetoran penerimaan negara

dalam rangka kepabeanan dan cukai secara elektronik.
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Pembayaran sanksi administratif kepada bendahara

penerimaan Kantor Pabean sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b harus dilakukan dalam

bentuk mata uang rupiah.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disetorkan ke kas negara dalam bentuk mata

uang rupiah dengan mencantumkan nomor dan tanggal

surat penetapan sanksi administrasi.

Dalam  rangka  penyetoran  sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Bea dan

Cukai dapat menukarkan mata uang asing yang diambil

ke dalam mata uang rupiah kepada pelaku kegiatan

usaha penukaran valuta asing sebagai pembayaran

sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2).

Penyetoran sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama

1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak:

a. penetapan pengenaan sanksi administratif diterima;
atau

b. sanksi administratif berupa denda tersebut dibayar.

Dalam keadaan tertentu, penyetoran sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua

puluh empat) jam terhitung sejak:

a. penetapan pengenaan sanksi administratif diterima;
atau

b. sanksi administratif berupa denda tersebut dibayar.

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

meliputi:

a. tidak terdapat bank persepsi pada tempat dilakukan
penegahan dan pengenaan sanksi administratif;

b. terdapat hambatan geografis dan/atau transportasi
dalam melakukan penyetoran pembayaran sanksi

administratif pada bank persepsi terdekat; dan/atau
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c. terdapat hambatan prosedural dalam mencairkan
Instrumen Pembayaran Lain di bank penerbit
sehingga membutuhkan waktu lebih lama.

(8) Dalam hal nilai sanksi administratif dalam mata uang
rupiah pada saat pengenaan atau penerimaan
pembayaran menjadi lebih kecil daripada nilai sanksi
administratif dalam mata uang rupiah saat penyetoran ke
kas negara, Pejabat Bea dan Cukai:

a. menyetorkan kelebihan nilai sanksi administratif
dalam mata uang rupiah sebagai akibat adanya
perbedaan nilai kurs tersebut ke kas negara
bersamaan dengan penyetoran sanksi administratif;
dan

b. memberikan keterangan pada formulir pelaporan
pembawaan Uang Tunai kepada PPATK, bahwa
adanya selisih nilai sanksi administratif dalam mata
uang tersebut sebagai akibat dari adanya perbedaan
nilai kurs.

(9) Dalam hal nilai sanksi administratif dalam mata uang
rupiah pada saat pengenaan atau penerimaan
pembayaran menjadi lebih besar daripada nilai sanksi
administratif dalam mata uang rupiah saat penyetoran ke
kas negara, sebagai akibat adanya perbedaan nilai kurs,
Pejabat Bea dan Cukai memberikan keterangan/alasan
kekurangan nilai sanksi administratif berupa denda
dalam mata wuang rupiah tersebut pada formulir

pelaporan kepada PPATK.

Pasal 22
Sebagai bukti pelunasan pembayaran sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat
(2), Pasal 17 ayat (3) huruf b dan/atau Pasal 18 ayat (2),
Pejabat Bea dan Cukai:
a. memberikan bukti pelunasan pembayaran berupa Bukti
Penerimaan Pembayaran Manual (BPPM) kepada

pembawa Uang Tunai dan/atau Instrumen
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Pembayaran Lain, dalam hal pembayaran dilakukan
dengan cara membayar secara tunai atau transfer ke
rekening bendahara penerimaan Kantor Pabean; dan

b. menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari pembawa
Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain,
dalam hal pembayaran dilakukan dengan Sistem -
pembayaran secara elektronik berupa bukti bayar yang
diterbitkan oleh teller bank/pos persepsi, setruk ATM, .
setruk EDC, atau dokumen elektronik dalam hal
pembayaran dilakukan melalui internet banking, mobile

banking atau pembayaran elektronik lainnya.

Bagian Ketiga
Penetapan Konversi dalam rangka Pengenaan dan Penyetoran

Sanksi Administratif

Pasal 23

(1) Penetapan konversi mata uang asing dan/atau instrumen
pembayaran lain ke dalam mata uang rupiah yang terkait
dengan ambang batas Pembawaan Uang Tunai dan/atau
Instrumen Pembayaran Lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (4), menggunakan nilai kurs yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada
saat penetapan konversi.

(2) Nilai kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan yang digunakan sebagai dasar pelunasan bea
masuk, Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa, dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, bea keluar, dan
Pajak Penghasilan.

(3) Dalam hal mata uang asing dan/atau Instrumen
Pembayaran Lain yang digunakan dalam Pembawaan
Uang Tunai tidak terdapat dalam nilai kurs yang

ditetapkan oleh Menteri Keuangan, penetapan konversi

\
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mata uang asing dan/atau Instrumen Pembayaran Lain
ke dalam mata uang rupiah dilakukan ke dalam Dollar
Amerika Serikat terlebih dahulu sebelum menggunakan
nilai kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Penetapan nilai kurs mata uang asing yang tidak
terdapat dalam nilai kurs yang ditetapkan Menteri
Keuangan ke dalam mata uang Dollar Amerika Serikat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
dengan menggunakan nilai kurs yang terdapat pada
layanan informasi perbankan dan/atau valuta asing yang
dikeluarkan oleh perusahaan nasional dan/atau
internasional.

(5) Penetapan konversi mata uang asing ke dalam mata uang
rupiah yang terkait dengan pengenaan  sanksi
administratif = yang harus dibayarkan dengan
menggunakan mata uang rupiah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (2), dilakukan dengan menggunakan

nilai kurs jual yang berlaku pada saat penyetoran.

BAB VI
TINDAK LANJUT PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN/ATAU
INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN YANG TIDAK DAPAT
DISETOR SECARA LANGSUNG

Bagian Kesatu

Penegahan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain

Pasal 24
(1) Dalam hal pembayaran sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 tidak
dapat dilakukan secara langsung, Pejabat Bea dan Cukai
berwenang menegah Uang Tunai dan/atau Instrumen

Pembayaran Lain yang dibawa.
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Pelaksanaan penegahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disertai dengan bukti penegahan.

Penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam jangka waktu paling lama S (lima) hari

kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya bukti
penegahan.

Dalam hal penegahan telah dilakukan sampai dengan

hari ke 5 (lima) dan sanksi administratif belum

dibayarkan, Pejabat Bea dan Cukai:

a. menyetorkan secara langsung Uang Tunai yang telah
ditegah sebesar sanksi administratif ke kas negara,;
dan/atau

b. mencairkan Instrumen Pembayaran Lain yang telah
ditegah  sebesar sanksi administratif untuk
disetorkan ke kas negara.

Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang

telah ditegah, setelah dikurangi untuk pembayaran

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), sisanya disediakan untuk pembawa Uang Tunai
dan/atau Instrumen Pembayaran Lain.

Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukan dalam bentuk mata wuang rupiah dan

dilakukan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 x

24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak

tanggal berakhirnya masa penegahan.

Dalam keadaan tertentu, penyetoran sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan

dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 (tuyjuh kali dua
puluh empat) jam terhitung sejak tanggal berakhirnya
masa penegahan.

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

meliputi:

a. tidak terdapat bank persepsi pada kota dimana
dilakukan penegahan dan pengenaan sanksi

administratif;
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b. terdapat hambatan geografis dan/atau transportasi
dalam melakukan penyetoran pembayaran sanksi
administratif berupa denda ke kas negara pada bank
persepsi terdekat; dan/atau

c. terdapat hambatan prosedural dalam mencairkan
Instrumen Pembayaran Lain di bank penerbit
sehingga membutuhkan waktu lebih lama.

(10) Dalam hal nilai sanksi administratif dalam mata uang
rupiah saat pengenaan atau penerimaan pembayaran
lebih kecil daripada nilai sanksi administratif dalam mata
uang rupiah saat penyetoran ke kas negara, Pejabat Bea
dan Cukai:

a. menyetorkan kelebihan nilai sanksi administratif
dalam mata uang rupiah tersebut ke Kas negara
bersamaan dengan penyetoran sanksi administratif;
dan

b. memberikan keterangan pada formulir pelaporan
kepada PPATK, bahwa adanya selisih nilai sanksi
administratif dalam mata uang tersebut sebagai
akibat dari adanya perbedaan nilai kurs.

(11) Dalam hal nilai sanksi administratif dalam mata uang
rupiah saat pengenaan atau penerimaan pembayaran
lebih besar daripada nilai sanksi administratif dalam
mata uang rupiah saat penyetoran ke kas Negara sebagai
akibat adanya perbedaan nilai kurs, Pejabat Bea dan
Cukai memberikan keterangan/alasan kekurangan nilai
sanksi administratif berupa denda dalam mata uang
rupiah tersebut pada formulir pelaporan kepada PPATK.

(12) Terhadap sisa Uang Tunai dan/atau Instrumen
Pembayaran Lain sebagaimana dimaksud ayat (5) yang
tidak diambil oleh pembawa, Pejabat Bea dan Cukai:

a. menyimpan secara fisik Uang Tunai dan/atau
Instrumen Pembayaran Lain tersebut dalam jangka
waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung

sejak tanggal berakhirnya masa penegahan; atau
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b. menyimpan terlebih dahulu Uang Tunai dan/atau
Instrumen Pembayaran Lain tersebut dengan
menyetorkan ke rekening bendahara penerimaan
dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan
puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya

masa penegahan.

Bagian Kedua
Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang

Dinyatakan sebagai Milik Negara

Pasal 25
Sisa Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) menjadi milik
negara, apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari

tidak diambil oleh pembawa.

Pasal 26
(1) Dalam hal tertentu:

a. Uang Tunai yang diambil langsung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2); atau

b. Uang Tunai yang ditegah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (1),

yang tidak dapat disetor ke kas negara, menjadi milik

negara.

(2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

a. Uang Tunai yang diambil secara langsung sebagai
sanksi administratif tersebut merupakan jenis mata
uang yang sudah tidak berlaku;

b. Uang Tunai yang diambil secara langsung sebagai
sanksi administratif tersebut merupakan jenis mata
uang yang secara umum tidak atau kurang
komersial di perusahan jasa penukaran uang di

dalam negeri; dan/atau
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c. Uang Tunai yang diambil secara langsung sebagai
sanksi administratif tersebut tidak dapat disetor ke
perusahan jasa penukaran uang di dalam negeri.

(3) Dalam hal pencairan Instrumen Pembayaran Lain tidak
dapat dilakukan, Pejabat Bea dan Cukai meminta
bank/lembaga keuangan penerbit memberikan
keterangan tertulis yang menyebutkan alasan Instrumen
Pembayaran Lain tidak dapat dicairkan. |

(4) Berdasarkan keterangan tertulis dari bank/lembaga
keuangan penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Instrumen Pembayaran Lain tidak dapat dicairkan
tersebut menjadi milik negara.

(5) Kepala Kantor Pabean menetapkan Uang Tunai dan/atau
Instrumen Pembayaran Lain menjadi milik negara
menggunakan format tercantum dalam Lampiran Huruf
C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

(1) Pejabat Bea dan Cukai menyetor Uang Tunai vang
menjadi milik negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ke kas negara melalui bank persepsi.

(2) Pejabat Bea dan Cukai mengajukan usulan peruntukan
Uang Tunai yang menjadi milik negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Instrumen
Pembayaran Lain yang menjadi milik negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) kepada
Menteri Keuangan.

(3) Peruntukan Uang  Tunai dan/atau Instrumen
Pembayaran Lain yang menjadi milik negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. pemusnahan; atau |
b. hibah untuk kepentingan pendidikan, pameran atau

disimpan di museum.
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Untuk mencegah penyalahgunaan, Uang Tunai dan/atau
Instrumen  Pembayaran Lain yang  dihibahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah
Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain
dirusak.

Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan peruntukan yang
telah diputuskan Menteri Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

Format penyampaian usulan peruntukan Uang Tunai
dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang menjadi
milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menggunakan format tercantum dalam Lampiran Huruf -
D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Pelaporan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen

Pembayaran Lain

Pasal 28

Pejabat Bea dan Cukai melaporkan Pembawaan Uang

Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada PPATK.

Materi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen
Pembayaran Lain mencurigakan kepada PPATK;

b. pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2);

c. pengenaan sanksi lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (3);

d. Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain
yang menjadi milik negara dan tindak lanjutnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan

ayat (5); dan/atau
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e. keterangan mengenai adanya selisih lebih atau
selisih kurang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (8) dan ayat (9) serta Pasal 24 ayat (10)
dan ayat (11).

Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan

Kepala PPATK.

Dalam hal terdapat Pembawaan Uang Tunai dan/atau

Instrumen Pembayaran Lain yang tidak diberitahukan

atau diberitahukan tidak benar, Pejabat Bea dan Cukai

melaporkan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen

Pembayaran Lain tersebut kepada PPATK berdasarkan:

a. data yang termuat dalam dokumen identitas,
perjalanan atau pengiriman;

b. hasil pemeriksaan terhadap Uang Tunai dan/atau
Instrumen Pembayaran Lain; dan/atau

c. hasil permintaan keterangan terhadap pembawa,
pemilik (beneficiary owner), penerima, atau pengirim
Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain.

Dalam hal terdapat ketentuan dari penyelenggara pos

mengenai larangan pengiriman uang melalui jasa kiriman

pos dan berdasarkan pemeriksaan ditemukan adanya

Pembawaan Uang  Tunai dan/atau Instrumen

Pembayaran Lain, Pejabat Bea dan Cukai melaporkan

Pembawaan Uang  Tunai dan/atau Instrumen

Pembayaran Lain tersebut kepada PPATK berdasarkan:
data yang termuat dalam dokumen pengiriman;
hasil pemeriksaan terhadap Uang Tunai dan/atau
Instrumen Pembayaran Lain; dan/atau

c. hasil permintaan keterangan terhadap pengirim atau

penerima barang kiriman.
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(6) Format permintaan keterangan sebagaimana dimaksud
ayat (4) dan ayat (5) menggunakan format tercantum
dalam Lampiran Huruf E yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29
Atas pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen -
Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean -
Indonesia dibebaskan bea masuk dan tidak dikenai pajak
dalam rangka impor sesuai dengan Kketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran
Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen -
Pembayaran Lain dalam Peraturan Menteri ini tidak
menghapuskan ketentuan pidana di bidang kepabeanan
dan tindak pidana pencucian uang.

(2) Terhadap penyelundupan Uang Tunai dalam jumlah
besar atau Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran .
Lain yang dibawa secara klandestin atau disembunyikan

dapat dilakukan penyidikan di bidang kepabeanan.

Pasal 31
Terhadap pengawasan Pembawaan Uang Tunai dan/atau
Instrumen Pembayaran Lain yang terkait dengan tindak
pidana pendanaan terorisme, berlaku ketentuan sebagai
berikut:
a. pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai dengan
prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

ini;
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b. pelaksanaan penegahan terhadap Uang Tunai dan/atau
Instrumen Pembayaran Lain yang dibawa oleh orang vang
tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi
teroris serta hasil penegahan dimaksud dilakukan sesuai
dengan  peraturan perundang-undangan mengenai
pencegahan dan  pemberantasan tindak  pidana
pendanaan terorisme; dan

c. batas nilai Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran
Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan
pemberian  persetujuan Pembawaan Uang Tunai
dan/atau Instrumen Pembayaran Lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku terhadap
pengawasan Pembawaan Uang Tunai dan/atau
Instrumen Pembayaran Lain yang terkait dengan tindak

pidana pendanaan terorisme.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh)

hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
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Agar  setiap . orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
" pada tanggal 6 November 2017

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1563

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
= b.
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 157/PMK.04/2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERITAHUAN DAN PENGAWASAN
PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN
PEMBAYARAN LAIN, PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAN PENYETORAN KE KAS NEGARA

A. FORMULIR PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN
PEMBAYARAN LAIN

ADDITIONAL STATEMENT OF INTERNATIONAL TRANSPORTATION OF BEARER
NEGOTIABLE INSTRUMENTS

{PERNYATAAN TAMBAHAN ATAS PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN)

PART 1 : PERSONAL DETAILS (Data diri)

FOR A PERSON DEPARTING OR ENTERING THE INDONESIA CUSTOMS TERRITORY, OR A PERSON
SHIPPING, MAILING, OR RECEIVING CURRENCY BEARER NEGOTIABLE INSTRUMENTS.

funtuk penumpang yang keluar/masuk Daerah Pabean Indonesia, atau orang yang mengirim/
menerimauangtunai/instrament pembayaran lain melahu kargo komersial danfatau jasa kiriman)

1. Full Name {(Nama Lengkap)
2. Nationality

| |

Passport No./National Registration Identification Card No. (Nomor Paspor/Nomor Kartu Tanda Pendudulk)

| |

4. Date of Birth {Tanggal Lahir

S. Residence Address {Alamat Tempat Tinggal)

w

6. Occupation (Pekerjaan}

[

IF ACTING FOR ANYONE ELSE (Jika membawa uang tunai milik orang lain]
PERSONAL {Pribadi}
7. Full Naune (Nama Lengkap}

8. Nationality (Kebangsaan)
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9. Passport No./National Registration Identification Card No. {Nomor Paspor/Nomor Kartu Tanda Pencudul)

| |

10.  Date of Birth (Tanggal Lahir)

| |

11. Residence Address {Alamat Tempat Tinggal)

12.  Occupation {Pekerjaan}

| |

CORPORATE [Perusahaan}
13. Name of Corporate {Nama Perusahaan}

| - |

14.  Address of Corporate {Alarnat Perusahaan)

15. Type of Business Activity (Jenis Usaha}
[] Banks (Bank)
[C] Money Changer {Usaha Penukaran Valas)
[(C] Others (Lainnya)

PART 2 : TRAVEL/MAILED/SHIPPED DETAILS {Data Perjalanan/Pengiriman}

IF CASH OR BEARER NEGOTIABLE INSTRUMENTS IS ACCOMPANIED BY A PERSON

{(Jika uang tunai atau instrument pembayaran lain dibawa langsung)

16. Flight/Ship/Vehicle No. and Name {Nomor dan namna penerbangan/kapal/kendaraan)

| |

17. Last Port/Place (Pelabuhan/Tempat Asal)

| |

18. NextPort/Destination (Pelabuhan/Tempat Tujuan)

| |

19. Address in Indonesia (Alamat di Indonesia)

20. Purpose of Visit (Maksud Perjalananj
] Bus (Bisnis/Dinas} (] Employment/Student (Bekerja/ Pelajar}
] Vistting /Holiday {Kwyungan/Liburanj [] Others (Lainnya)

LW 'd%
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IF CASH OR BEARER NEGOTIABLE INSTRUMENTS WAS MAILED OR OTHERWISE SHIPPED

(Jika uwang tunai atau instrument pembayaran lain dilirim melalu jasa kriman pos/jasa titipan/jasa kargo
komersial) ]

21. Date shipped {dd/mm/yyyy) {tanggal pengiriman)

I

22. Datereceived (dd/mm/yyyy) (tanggal diterima)

HEpEEeEEEN

23. Method of shipment (e.g. mail, public carrier, etc} {metode pengiriman {contoh: mail; jasa kargo komerstal,

)

24.  Name of carrier (nanajas apengirimen}

| |

25.  Shipped to {name and address} (Tujuan pengiriman {nama dan alamatj}

| |

26. Received from (name and address) {asal pengiriman {nama dan alamat}

| |

PART 3 : DECLARATION (Pemberitahuan)

27. Declaration (Pemberitahuan)
] Arrival (Kedatangan) [J Departure {Keberangkatan)

28. Currency and monetary instrument information (informasi vang tunat dan instrument pembayaran lain}

No. Currency {Mata Uang) Amaount (Jumlah]

1. | Rupiah
2. | US Dollar

&)

H

ete.

No. Currency (Mata Uang| Amaovmt (Jumlah)

-

Bearer Checpue (Cek Atas Bawa}

N

Traveller's Cheque {Cek Pelawat}

<

&

etc.

29. Intended Use {(Maksud Penggunaan Uang)
[] Personal Expenses (Pengeluaran Pribadi) [] Business {Bisnis)
[J Education {Pendidikan) [J Others {Lainnya)
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PART 4 : SIGNATURE

I have read the important notice and certify that the above declaration and details are true and complete. This
declaration is made pursuant to the provisions of the Customs Act 1995 and the Anti-Money Laundering Act
2310 and Anti-Terrorism Finaneing Act 2013 and shall be appendix of customs declaration.

{Saya telah membaca dan menyatakan bahwa pemberitahuan dt atas telah benar dan lengkap. Pemberitahuan
ini dibuat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, serta akan menjacli lampiran
dalam pemberitahuan pabear.)

30.  Signature {tandatangan)

31. Date (dd/mm/yyy) (Tanggal/Bulan/Tahun}

I

FOR OFFICIAL USE ONLY (diisi oleh Pejabat Bea dan Cukai)

COUNT VERIFIED RESULT
{(Hitung Jumlah) {Hasil)
[[] VYes ] No ] Truae & Cerrect [] False Declaration
(Ya} (Tidal) Declaration {Pemberitahuan Tidalk Benar)

{Pemberitahuan Benar)

SUSPECIOUS CARRYING Inspector {Name and Employee ID Number]
{Pembawaan Mencurigalwan)
[[] Yes (| No Pemeriksa (Nama dan NIP}
(Ya) [Tidaly)
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B. FORMAT SURAT PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF (SPSA) BERUPA
DENDA ATAS PELANGGARAN PEMBAWAAN UANG TUNAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SURAT PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF (SPSA) BERUPA DENDA
ATAS PELANGGARAN PEMBAWAAN UANG TUNAI/INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN

Nomor : ......... (B)eveennnnn.
Tanggal : .......... (4).enennn.
Kepada Yth.:
Nama O (5]t
Nomor Paspor T reeeessesainecnenns (B}
Alamat A e (4 O
Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaiman telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

2. Undang-Undang Nommor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Talun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau
Instruimen Pembayaran Lain Ke Dalam dan/atau Ke Luar Daerah Pabean; dan

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... {8).....,

dengan ini menetapkan sanksi administratif berupa denda sebesar ..... 9)...... karena:*

1. tidak memberitahukan pembawaan uang tunai/instrumen pembayaran lain sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. memberitahukan secara tidak benar pembawaan uang tunai/instrumen pembayaran lain
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 35 ayat {2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara wajib melunasi sanksi administratif
berupa denda tersebut dalam jangka waltu paling lambat 3 (lima) hari terhitung sejak tanggal
penetapan.

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi ..... (10).....

SPSA 1ni dibuat dalam rangkap 3 (tiga}):
—~  Rangkap ke-1 untuk .....(13).....

- Rangkap ke-2 untuk ..... {1).....

-~  Rangkap ke-3 untuk ..... 2).....

*Pilih salah satu
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PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea . dan
Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang
menerbitkan Surat Penetapan Sanksi Administratif (SPSA)
Berupa Denda Atas Pelanggaranan Pembawaan Uang
Tunai/Instrumen Pembayaran Lain.

Nomor (2) : Diisi nama unit kerja yang menerbitkan Surat Penetapan Sanksi
Administratif (SPSA) Berupa Denda Atas Pelanggaranan
Pembawaan Uang Tunai/Instrumen Pembayaran Lain.

Contoh : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
Tidak perlu diisi dalam hal Surat Penetapan Sanksi Administratif
(SPSA) Berupa Denda Atas Pelanggaranan Pembawaan Uang
Tunai/Instrumen Pembayaran Lain diterbitkan oleh Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

Nomor (3) : Diisi nomor, kode unit kerja penerbit, dan tahun penerbitan
Surat Penetapan Sanksi Administratif (SPSA) Berupa Denda Atas
Pelanggaranan Pembawaan Uang Tunai/Instrumen Pembayaran
Lain.

Contoh : SPSA-PUT 001/WBC.01/KPP.MP.00/2017
SPSA-PUT 001/KPU.01/2017

Nomor (4) : diisi tanggal penerbitan penetapan sanksi administratif berupa

denda atas pelanggaranan pembawaan uang tunai/instrumen

pembayaran lain.

Nomor (5) : Diisi nama pihak yang dikenakan sanksi administratif.

Nomor (6) : Diisi nomor paspor pithak yang mendapat sanksi administratif.
Nomor (7) : Diisi alamat lengkap pihak yang dikenakan sanksia dministratif.
Nomor (8) : Diisi nomor, tahun, dan judul Peraturan Menteri Keuangan

mengenai tata cara pemberitahuan dan pengawasan, indikator
yang mencurigakan, pembawaan uang tunai dan/atau
instrumen pembayaran lain, pengenaan sanksi administratif dan
penyetoran ke kas negara.

Nomor (9) : Diisi besaran sanksi administratif yang dikenakan.

Nomor (10) : Diisi jabatan pejabat yang menandatangani Surat Penetapan
Sanksi Administratif (SPSA) Berupa Denda Atas Pelanggaranan

Pembawaan Uang Tunai/Instrumen Pembayaran Lain.
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Nomor (11) : Diisi nama pejabat yang menandatangani Surat Penetapan
Sanksi Administratif (SPSA) Berupa Denda Atas Pelanggaranan
Pembawaan Uang Tunai/Instrumen Pembayaran Lain.

Nomor (12) : Diisi NIP pejabat yang menandatangani Surat Penetapan Sanksi
Administratif (SPSA) Berupa Denda Atas Pelanggaranan
Pembawaan Uang Tunai/Instrumen Pembayaran Lain.

Nomor (13) : Diisi peruntukan SPSA (Pelanggar).
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C. FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PENETAPAN
UANG TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN MENJADI
MILIK NEGARA

Menimbang

Wiengmgat

Menetapkan b

FERTAMA

IEDUA 5

*) Pilih salah =atu

IZFUTU SAN MENTE RI KEUANGAN REPUBLIK INDONESLA
WOMOR ....[1}

FENETAFAN . {3}  YANCG DBAWA QLEH _....(3).....
: ! LIK NEGARA

I
2
e
ty
e

f
&
g
—
bt
S e
bt

MENTERI EEVANGAN REPUBLIK INDONRESIA,

a badvwa di Kantor . .{4) ... terdapat . {5}

b balrwa berdasarkan bkstentuan Faszal ... (6)..... PFeratiwran Menteri
Keunangan Nomior ... (7. terhadap siza uang tunai atau dnstramesn
pembayaran lnin yang tidak dapat dicairkan sebagnanana danakzad
dalam haraf a, « mengadi ik negara;

c. balvera berdazarkan pertimbangan zsbagamana dimaksud dalam huaraf

a dan hunad b, perlu menstapizan Kepuhizan Menteri Keuangan tentang
Penstapayr .....[2%L.... Yang Dibawa Olseh ... ..(3)..... Memgadi 2iik Negara;

Peraturas Menteri Keuangan Nomor .. {71 .

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAIW MENTERI KEUANGAN TENTANG FENETAPAN
DBAWA OLEH ...(3)..... MENJADI MEIK RNEGARA.

a

sefuunlaiy L8}, atau setara dengan Rp ... {9, ...

. TANG

Menetapkan ... {2)....
rang merupakan: ¥

a. siza uang tunai yang disediaktan untuk pembawa namun dalam jangka
waktu 90 {zembilan pubaly had tidak diaeabil oleh o (350
. instrumen pembayaran lam yang dibeora olshy L (3} yang txlak dapat

5
’

dicarkan pada bank/lembaga keuangan penerbit;

7]

aang tunai yang diambil langsung/ditegan dars L 03). aatulk
digunakan sebagai psmbayaran sanks: administrazi berupa denda dan
tidak: dapnat dizetorkan ke kas negara harena uang tunai tersebut tidak
dapat ditukar i penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing
badt di perbankan maupun non perbantzan,

menjadimilic negara.

cd2) 0 vang mengadi milik negara sshagaimana dimakzad dalam Dicham
FERT AMA diginpan secara fzik di bawah pengawazan Bendahara Peneranann
di Kantor . 3h. atau distupan di rebening Bendahara Penersuaan Kantor
..... (#4)..... =ampai terdapat keputasan lebih lanjut mengenail peruntakan

s f2 s dimakosadd,

Apabia di kamudian hari ditemukan adanya kekelinuan dalam Keputazan
Menteri ini Keputiusan hienteri ini akan diadakan perbailian zsbagainana
imestiny a.

Kepubtasan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputuzan Menter: ini disampaikan kepada:

1. SO £ 1 T
2. L dst

Ditetapkan i ....{11}
pada tangeal ... {123.....

ar MENTERIKE UANGAN REPUBLIK INDONESLE
FEPALA .....0d0....

/
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PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan
uang tunai/instrumen pembayaran lain menjadi milik negara.

Nomor (2) Diisi uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain.

Nomor (3) Diisi nama pembawa uang tunai dan/atau instrumen
pembayaran lain.

Nomor (4) Diisi nama Kantor Pabean lokasi uang tunai dan/atau
instrumen pembayaran lain berada.

Nomor () Diisi kriteria uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain
yang akan menjadi milik negara sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan mengenai-tata cara pemberitahuan
dan pengawasan, indikator yang mencurigakan, pembawaan
uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain, pengenaan
sanksi administratif dan penyetoran ke kas negara.

Nomor (6) : Diisi pasal dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata
cara pemberitahuan dan pengawasan, indikator yang
mencurigakan, pembawaan uang tunai dan/atau instrumen
pembayaran lain, pengenaan sanksi administratif dan
penyetoran ke kas negara yang terkait dengan pelanggaran
pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain.

Nomor (7) : Diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai
tata cara pemberitahuan dan pengawasan, indikator yang
mencurigakan, pembawaan uang tunai dan/atau instrumen
pembayaran lain, pengenaan sanksi administratif dan
penyetoran ke kas negara.

Nomor (8) : Diisi jumlah nominal uang tunai dan/atau instrumen
pembayaran lain.

Nomor (9) : Diisi jumlah nominal wuang tunai dan/atau instrumen
pembayaran lain dalam mata uang Rupiah, dalam hal uang
tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bantuk
valuta asing.

Nomor (10) : Diisi pihak-pihak yang akan diberikan salinan Keputusan
Menteri Keuangan mengenai penetapan uang tunai/instrumen

pembayaran lain menjadi milik negara.
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Nomor (11) : Diisi tempat diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan
mengenai penetapan uang tunai/instrumen pembayaran lain
menjadi milik negara.

Nomor (12) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya Keputusan
Menteri Keuangan mengenai penetapan uang tunai/instrumen

pembayaran lain menjadi milik negara.
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FORMAT USULAN PERUNTUKKAN UANG TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN
PEMBAYARAN LAIN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUEBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

o it HORtoomT SumanTn oernes ) i peotre it oaens S0GHoDacaE
Nomor S SoA o o) o3, So
Sifat ERPT . (<
Lampiram @ .ol
Hal o ~x>lr:(vzo-£ b
b4t ¢ TS r i IR s

Dirslctorat Jenderal Kelkayaan Negara

Sehutbungan dengan telah ditetaplcuwsve wang tunad  dasy/atan instnunss

pembayaran lain sejundaly W[ e atan setara dengan Ry {10000
menjadi mililc negara melalul Keputusan Menteri Keunangas: Nomior oW f115 00,
mengenal penstapan uang tunail/instnunesn o lain mengadi mulilc negara,

dengan ini disampaitlan usulan agar nang tuna dan/atan instrumen pembayaran lain

dimalmud ditetapkan status peruntukenoga yadtu untuale L0120 SES1IAL
dengan lostentusiy Pasal ... (1300, Peraturan Pemturan Menter: Heuwangan
Nomor ..ol tentang Tata Cara Pemberitabuan Dan Pengawasan, Indilkator

Yang Meancurigalcan, Pemibswaan UVeng Tunat DanfAtan Instrumen Fembayaran Lain,

Pengenaan Sanksi Administratf Dan Penyetorasy Ke Kas Negara,

Demildasn loamd sampatlae untule mendapatlan loeputusan b lasypat,

Direlctar ... {130,007

Kepala ... ..(13).....
.......... | Gills; BETEE
T (] e By

Tembusan:
2. dst.

WWW. ] dih.kemenkegﬁgo .\’d <



- 43 -

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi nama direktorat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelaksanaan
kebijakan di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan
dan cukai/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, yang mempunyai
kewenangan  untuk  melakukan = pengawasan  terhadap

pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain.

Nomor (2) : Diisi nomor surat usulan peruntukkan.

Nomor (3) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya surat usulan
peruntukkan.

Nomor (4) : Diisi sifat surat usulan peruntukkan.

Nomor (5) : Diisijumlah lampiran surat usulan peruntukkan.

Nomor (6) : Diisi perihal surat usulan peruntukkan uang tunai dan/atau

instrumen pembayaran lain.

Nomor (7) : Diisi pimpinan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang
menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang
barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan
negara lain-lain.

Nomor (8) : Diisi alamat unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang
menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang
barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan
negara lain-lain.

Nomor (9) : Diisi jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain.

Nomor (10) : Diisi jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain
dalam mata uang Rupiah, dalam hal uang tunai dan/atau
instrumen pembayaran lain dalam bentuk valuta asing.

Nomor (11) : Diisi nomor, tahun, dan judul Keputusan Menteri Keuangan
mengenai penetapan uang tunai/instrumen pembayaran lain
menjadi milik negara.

Nomor (12) : Diisi jenis peruntukan yang diusulkan, yakni pemusnahan atau
dihibahkan untuk kepentingan pendidikan, pameran atau

disimpan di museum.
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Nomor (13) : Diisi pasal dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata
cara pemberitahuan dan pengawasan, indikator yang
mencurigakan, pembawaan uang tunai dan/atau instrumen
pembayaran lain, pengenaan sanksi administratif dan
penyetoran ke kas negara, yang mengatur ketentuan mengenai
jenis-jenis peruntukkan wuang tunai dan/atau instrumen
pembayaran lain yang menjadi milik negara.

Nomor (14) : Diisi nomor, tahun, dan judul Peraturan Menteri Keuangan
mengenai tata cara pemberitahuan dan pengawasan, indikator
yang mencurigakan, pembawaan uang tunai dan/atau
instrumen pembayaran lain, pengenaan sanksi administratif dan
penyetoran ke kas negara.

Nomor (15) : Diisi direktur di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelaksanaan
kebijakan di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan
dan cukai/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, yang
mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan
terhadap pembawaan uang tunai dan/atau instrumen

pembayaran lain.

Nomor (16) : Diisi nama pejabat yang menandatangani surat usulan
peruntukkan.

Nomor (17) : Diisi NIP pejabat yang menandatangani surat usulan
peruntukkan.

Nomor (18) : Diisi pihak-pihak yang terkait dengan usulan peruntukkan uang

tunai dan/atau instrumen pembayaran lain.
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E. FORMAT PERMINTAAN KETERANGAN

INTERVIEW FORM OF INTERNATIONAL TRANSPORTATION
OF BEARER NEGOTIABLE INSTRUMENTS
(BERITA CARA WAWANCARA ATAS PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN}

PART 1 : INTERVIEW REASON (Alasan Pemeriksaan)

1. Declaration (Pemberitahuan)
[] Not Declare {Tidak Memberitahukan)
[7] False Declaration {Memberitahukan Dengan Tidak Benar)
2 Concealing Illegally (Disembunyikan Secara Melawan Hukum}
[J Yes {Yal
[J No (Tidak)
OtHErs {LAINIIFAY «oeuniiie e ettt e e et e et n e et e e b n e e re e et et ae e et e aaaanas

wW

PART 2 : PERSONAL DETAILS (Data Diri)

FOR APERSON DEPARTING OR ENTERING THE INDONESIA CUSTOMS TERRITORY, OR A PERSON SHIPPING.
MAILING, OR RECEIVING CURRENCY BEARER NEGOTIABLE INSTRUMENTS.

{untuk penumpang yang keluar/masuk Daerah Pabean Indonesia, atau orang yang mengirin/ menerima uang
tunai/instrument pembayaran lain melalui kargo komersial dan/ataujasa kiriman}

1. Full Name (Nama Lenglap)

L |

2. Nationality

| |

Passport No./Nationial Registration Identification Card No. (Nomor Paspor /Nomor Kartu Tanda Pendudiak)

4. Date of Birth (Tanggal Lahir

| |

S. Residence Address {Alamat Tempat Tinggal}

.C,L)

6. QOccupation {Pekerjaan)

{

IF ACTING FOR ANYONE ELSE {Jika membawa uang tunai milik orang lain)
PERSONAL (Pribadi}
7. Full Name (Nama Lengkap)

8. Nationality {Kebangsaan}

9. Passport No./National Registration Identification Card No. (Nomor Paspor/Nomor Kartu Tanda Pendudulk)

10. Date of Birth (Tanggal Lahir)
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11. Residence Address {Alamat Tempat Tinggalf

12.  Occupation (Pekerjaan)
CORPORATE (Perusahaan)
13. Name of Corporate {Nama Perusahaan)

14. Address of Corporate {Alamat Perusahaan)

| |

15.  Type of Bu sinessActivity {Jenis Usaha)
[] Banks (Bank])
[] Money Changer {Usaha Penukaran Valas}
[] Others {Lainnys)

|

PART 3 : TRAVEL/MAILED/SHIPPED DETAILS [Data Perjalanan/Pengiriman)

IF CASH OR BEARER NEGOTIABLE INSTRUMENTS IS ACCOMPANIED BY A PERSON
(Jika vang tunai atau instrument pembayaran lain dibawa langsung)

1G.  Flight/Ship/Vehicle No. and Name {Nomor dan nama penerbangan/kapal/kendaraanj}

| |

17. Last Port/Place {Pelabuhan/Tempat Asal)

| l

18. Next Port/Destination {Pelabuhan/Tempat Tujuan)

l |

19. Address in Indonesia {Alamat di Indonesia}

20. Purpose of Visit {Maksud Perjalanaiy _
[] Business/Oifficial {Bisnis/Dinas) - [J Employment/Student (Bekerja/Pelajar)
[ vVisiting/Holiday {Kunjungan/Liburan) [] Others (Lainnya}

IF CASH OR BEARER NEGOTIABLE INSTRUMENTS WAS MAILED OR OTHERWISE SHIPPED

(Jika uang tunal atau instrument pembayaran lain dikirim melalui jasa kriman pos/jasa titipan/jasa kargo
komersial)

21. Date shipped (dd/mm/yyyy} (tanggal pengiriman}

I I o

22. Date received (dd/mm/yyvy) {tanggal ditecima)

HEREEREEE
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23. Meathod of shipment {e.g. mail, public carrier, etc} (mmetode pengiriman (contoh: mail; jasa kargo komersial,

dliy)
24,  Name of carrier {namajas apengiriman)

25. Shipped to (name and adcdress) [Twuan pengiriman (neuna dan alamat))

| |

26. Received from (name and address) [asal pengiriman (nama dan alamaty

( ]

PART 4 : CURRENCY AND MONETARY INSTRUMENT INFORMATION

(informasi Uang Tunat dan/atau Instrumen Pembayaran Lain)

27. This Shipment is {Perjalanan/Pengangkutan}

[} Arrval/In Bound (Kedatangan/Masulk) [J Departure/Out Bound {Keberangkatan / Keluar}
28. Currency and monetary instrainent information (Informast Uang Tunai dan Instriunent Pembayaran Lain)
FNO. l Currency {Mata Uang} | Amount {(Jumnlah)
1 Rupiah

2; US Dollar

3.
etc.
No. Currency {Mata Uang} Amaount {Jumlahy)

1. | Bearer Cheque (Cek Atas Bawa)

2. | Traveller’s Cheque (Cek Pelawat)

[

etc.

29. Intended Use (Maksud Penggunaan Uang)
{1 Personal Expenses (Pengeluaran Pribadi) (] Business {Bisnis}
[ Education (Pendidikari} [] Others (Lainnya)

PART 5 : OTHERS INFORMATION

www.jdih.kemenkeu. %15” X



- 48 -

PART 6 : SIGNATURE

30.  Place (Tempat) 31. Date [Tanggal)

LT

INTERVIEWED PERSON

I declare that I have exaunined this report, and to the best of my knowledge and belief it is true, correct and
complete

[Saya menyatakan bahwa saya telah memeriksa laporan mi. dan sejauh pengetaliuan dan keyalanan saya ita
benar dan lenglap

32. Signature [Tanda Tangan|

CUSTOMS OFFICIAL/INTERVIEWER (Pejabat Bea dan Cukai/Pewawancaraj}

33. Penalty (Sanksi)
Ed  We8 1Y8F oot
[0 No (Tidak)

Inspector (Name and Emploves ID Number] {Pemeriksa (Nama dan NIPy

Signature [Tanda Tangan)

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
e

T.U. Kementerian
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